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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik oleh aparatur Negara saat ini telah menjadi isu strategis, 

karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya 

pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari 

aparatur negara. Berbagai keluhan masyarakat atas rendahnya kinerja pelayanan 

masyarakat yang diberikan oleh pemerintah sebaiknya segera direspon, sebagai 

dasar untuk membuat kebijakan dan perbaikan kinerja pelayanan publik di masa 

yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik yang selama 

ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi 

harapan publik yang cenderung mengharapkan pelayanan prima dari berbagai 

aspek. Salah satu fenomena yang nampak adalah masih didapatinya berbagai 

keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media. 

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah 

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan 

mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Kegiatan SKM telah 

diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 

bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban melakukan 

penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala (sekurang–



2 
 

kurangnya sekali dalam satu tahun) dengan menggunakan indikator kinerja 

berdasarkan standar pelayanan. 

yang merupakan salah satu institusi pelayanan publik, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar juga menyelenggarakan layanan kepada masyarakat 

Kota Blitar. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

dirasa perlu melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 

2024 untuk menilai, mengevaluasi serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.  

 

1.2 Dasar Hukum 

Dasar hukum dalam Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan 

Publik; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 
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5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Pelayanan Publik; 

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dilakukannya Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah untuk 

mengetahui penilaian kinerja unit pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar.  

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar; 
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2. Mengidentifikasi indikator pelayanan apa saja yang masih perlu 

ditingkatkan pada pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar. 

 

1.4 Responden 

Responden dari Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat adalah warga 

Masyarakat penerima layanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar, perangkat daerah sebagai mitra kerja serta anggota organisasi relawan 

bencana selama kurun waktu Bulan Juli sampai dengan 10 Desember  2024. 
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BAB II  

PENGUMPULAN DATA SKM 

 

2.1 Metode pengumpulan Data 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan 

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan sasaran 

sebagai berikut: 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik. 

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan, dan 

netralitas. Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilaksanakan oleh penyelenggara 
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layanan publik secara berkala 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) 

sekali melalui pengisian kuesioner pada aplikasi SUKMA E JATIM yang bisa 

diakses melalui https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1512 

dengan memenuhi 9 unsur meliputi : 

1. Persyaratan  

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Waktu Penyelesaian  

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Tarif/biaya 

Tarif/biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara 

dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 
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6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak 

(gedung). 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

3.1 Jumlah Responden SKM 

             Berdasarkan hasil pengumpulan  data,  jumlah  responden penerima 

layanan yang diperoleh yaitu 193 orang responden, dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Tabel Jumlah Responden SKM 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE 

1 Laki-laki 106 54,92 

2 Perempuan 87 45,07 

 

1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

 Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur di Semester 1 dan Semester 2  

NO UNSUR SEMESTER I SEMESTER II SKM TH. 2024 

1 2 3 4 5 = (3+4)/2 

1. Persyaratan   85,91 83,33  84,62 

2. 
Sistem,Mekanisme 

dan prosedur 

 84,9 82,69  83,79 

3. 
Waktu Penyelesaian 
 

 85,4 82,18  83,58 

4. Tarif/biaya  96,14  91,41  93,77 
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5. 
Produkspesifikasijenis 

pelayanan 

 83,56  82,05  82,80 

6. 
Kompetensi 

Pelaksana 

 86,07  84,87  85,47 

7. Perilaku Pelaksana  87,08  85,38  86,23 

8. Sarana dan Prasarana  98,66  94,62  96,64 

9. 

Penangananan 

Pengaduan, Saran 

dan masukan 

 84,73  81,41  83,07 

TOTAL  87  84.5  85,75 

 

Nilai SKM semester 1 yang diperoleh Badan penanggulangan Bencana Daerah 

adalah 87 dan pada semester 2 nilai yang diperoleh 84,5 sehingga Nilai rata – 

rata SKM pada tahun 2024 pada Badan penanggulangan Bencana Daerah adalah 

85,75 

3.2 Analisis karakteristik pelayanan publik 

Analisis hasil survei kepuasan Masyarakat menggambarkan kondisi 

pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana  Daerah yang dijabarkan pada 

masing-masing variabel pelayanan publik sebagai berikut :  

1. Persyaratan Pelayanan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari 193 responden, 

115 menjawab SESUAI, 71 menjawab SANGAT SESUAI  

2.  Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  
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Sistem, Mekanisme dan Prosedur merupakan tata cara pelayanan yang 

dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dijabarkan 

menjadi dua pernyataan sebagai berikut.  

Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dari segi tata 

cara/alur pelayanan dinilai sudah sangat jelas dan mudah untuk dilaksanakan 

serta sudah terdapat informasi tentang tata cara/alur pelayanan secara tertulis 

atau dari petugas. Hal ini dapat dilihat dari besarnya proporsi responden yang 

memberikan jawaban KURANG MUDAH sebanyak 7, MUDAH sebanyak 121 dan 

SANGAT MUDAH sebanyak 65 terhadap unsur sistem, mekanisme dan prosedur 

untuk mendapatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar.  

 

3. Waktu Penyelesaian 

Waktu adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 

proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Waktu atau jadwal pelayanan yang 

disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Dari hasil 

survei dapat  diuraikan 120 orang menjawab CEPAT dan 63 orang menjawab 

SANGAT CEPAT. 
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4. Tarif atau Biaya 

Tarif atau biaya pelayanan merupakan salah satu unsur yang masuk dalam 

standar pelayanan publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus ditentukan 

secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap pengguna layanan. 

Biaya pelayanan juga perlu dipublikasikan atau diinformasikan dengan jelas 

sehingga tidak menimbulkan kecemasan pihak pengguna pelayanan. Pada Survei 

Kepuasan Masyarakat ini, unsur tarif atau biaya pelayanan diwakili oleh 51 orang 

menjawab  GRATIS dan 134  orang menjawab MURAH 

  

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

            Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan 

ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil survei dapat  

diuraikan 127 orang menjawab SESUAI dan 60 orang menjawab SANGAT SESUAI  

 

6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam 

pelayanan.  Kompetensi pelaksana diuraikan bahwa sejumlah 116 orang 

menjawab KOMPETEN dan 74 orang menjawab SANGAT KOMPETEN 
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7. Perilaku Pelaksana  

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan 

terhadap pengguna layanan. Dalam survei ini, unsur perilaku pelaksana diwakili 

dengan dua pernyataan  yaitu 114 responden menjawab SOPAN DAN RAMAH, 78 

responden menjawab SANGAT SOPAN DAN RAMAH 

 

8.  Sarana dan Prasarana  

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). 

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak seperti komputer dan mesin, 

sementara prasarana meliputi benda yang tidak bergerak seperti gedung. Sarana 

dan prasarana dalam penilaian Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar Tahun 2024 dijabarkan 2 responden menjawab CUKUP, 31 responden 

menjawab BAIK dan 158 menjawab SANGAT BAIK  

 

9.  Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh responden sebanyak 193 

orang  memberikan jawaban DIKELOLA DENGAN BAIK.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

4.1 Kesimpulan 

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 telah dilakukan terhadap 193 responden 

dengan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,5  

4.2 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut. 

1. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilaksanakan secara periodik 

6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali secara 

berkelanjutan untuk mengetahui kualitas pelayanan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar kepada masyarakat secara 

berkala, juga sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

2. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

dalam memberikan pelayanan adalah (1) memberikan pelatihan 

Kompetensi SDM Penanganan Bencana untuk meningkatkan keterampilan 

dan etos kerja petugas  (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi petugas 

pelayanan secara berkala.  
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3. Melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan produk layanan yang 

diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

khususnya berkaitan dengan persyaratan serta alur/tata cara 

pelayanannya. 

4. Mengoptimalkan seluruh channel informasi dan komunikasi yang dimiliki 

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar untuk 

memberikan informasi terbaru berkaitan dengan pengumuman, berita, 

dan lainnya serta untuk menjaring aduan dari masyarakat. 

5. Mengoptimalkan Call Center (media pelaporan kejadian) sehingga proses 

respon dapat dilakukan dengan cepat, otomatis, serta dapat meningkatkan 

efisiensi dan kredibilitas pelayanan.  

6. Melakukan pemeriksaan, pengecekan, pemeliharaan sarana prasarana 

secara berkala serta menambah jumlah sarana prasarana sesuai dengan 

Standar Pelayanan Minimal. 

                                                                                      Blitar,  11  Desember 2024 

 

  



15 
 

LAMPIRAN 
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